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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI 

BPPKAD KABUPATEN MAGETAN 

 

Variabel No. Pertanyaan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penerimaan 

dan 

Pengeluaran 

Kas 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

2. Apakah ada kelebihan atau kelemahan dari penggunaan sistem 

tersebut? 

3. Sumber penerimaan kas di BPPKAD berdasarkan Pendapatan 

Asli Daerah diperoleh dari pendapatan apa saja? 

4. Siapa saja pihak yang terkait dalam penerimaan kas di 

BPPKAD Kabupaten Magetan ini? 

5. Dokumen apa saja yang digunakan dalam penerimaan kas di 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

6. Bagaimana prosedur penerimaan kas di BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

7. Pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Magetan digunakan 

untuk kegiatan apa saja? 

8. Siapa saja pihak yang terkait dalam pengeluaran kas di 

BPPKAD Kabupaten Magetan ini? 

9. Dokumen apa saja yang digunakan dalam pengeluaran kas di 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

10. Bagaimana prosedur pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

Penerimaan 

Kas 

1. Bagaimana prosedur penerimaan kas di BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

2. Bagaimana penatausahaan atau pencatatan yang dilakukan oleh 

bendahara penerimaan? 

3. Siapa yang bertanggungjawab dalam prosedur akuntansi 

penerimaan kas? 

4.  Bagaimana penatausahaan atau pencatatan yang dilakukan oleh 

PPK-SKPD? 

5. Apa saja dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas di 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

6. Bagaimana bendahara penerimaan mempertanggungjawabkan 

penerimaan kas yang diperoleh? 

Pengeluaran 

Kas 

1. Bagaimana prosedur pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

2. Apakah setiap pengajuan SPP akan disetujui? 

3. Apa saja yang menyebabkan SPP tidak disetujui? 

4. Bagaimana BUD dalam proses menerbitkan SP2D? 

5. Siapa yang bertanggungjawab dalam prosedur akuntansi 

pengeluaran kas? 



 

6.  Bagaimana penatausahaan atau pencatatan yang dilakukan 

PPK-SKPD? 

 

 

Bagaimana bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan 

pengeluaran kas? 

Pengendalian 

Internal 

Lingkungan 

Pengendalian 

1. Penegakan integritas dan nilai etik 

 Apakah ada aturan mengenai penegakan integritas atau 

kode etik mengenai aturan perilaku untuk pegawai dalam 

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas? 

 Apakah ada tindakan pendisiplinan untuk pegawai yang 

melakukan penyimpangan atau pelanggaran mengenai 

kebijakan atau prosedur aturan perilaku yang telah 

ditetapkan dalam pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas? 

2. Komitmen terhadap kompetensi 

 Bagaimana bentuk pelatihan dan bimbingan untuk 

penerimaan dan pengeluaran kas di Badan Pengelolaan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Magetan agar dapat mempertahankan kompetensinya? 

3. Kepemimpinan yang kondusif 

 Bagaimana peran pemimpin atau kepala BPPKAD dalam 

kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas ? 

4. Pembentukan struktur organisasi dan pendelegasian 

wewenang dan tanggungjawab 

 Bagaimana pembentukan struktur organisasi dan 

pendelegasian wewenang serta tanggungjawabnya 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas? 

 Apakah dalam tiap-tiap bidang di Badan Pengelolaan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Magetan sudah di tempati pegawai sesuai dengan tugas 

dan tanggungjawabnya masing-masing? 

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

 Apakah pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 

pegawai sudah tepat dalam penerimaan dan pengeluaran 

kas? 

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan Sumber Daya Manusia 

 Bagaimana penyusunan dan penerapan kebijakan yang 

sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal 

pemerintah yang efektif 

 Bagaimana perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran kas? 

8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah 

terkait 



 

 Bagaimana koordinasi dan penyusunan LKD (Laporan 

Keuangan Daerah) baik secara internal antar unit kerja di 

BPPKAD maupun secara eksternal antar SKPD dalam 

lingkup Pemerintah Daerah? 

Penilaian 

resiko 

 Bagaimana proses identifikasi dan analisis resiko atas 

penerimaan dan pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

Kegiatan 

pengendalian 

1. Review atas kinerja instansi pemerintah terkait 

 Apakah dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD Magetan? 

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 

 Bagaimana pembinaan pegawai dalam mewujudkan 

tujuan BPPKAD Kabupaten Magetan? 

3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 

 Bagaimana pengendalian atas pengelolaan sistem 

informasi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

4. Pemisahan Fungsi 

 Bagaimana pemisahan fungsi yang dilakukan terhadap 

penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

5. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting. 

 Apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dengan 

berdasarkan dokumen yang sesuai? 

6. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi 

dan kejadian 

 Apakah pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas 

telah tepat waktu? 

7. Pembatasan akses sumber dan pencatatannya 

 Bagaimana pembatasan akses sumber beserta 

pencatatannya terhadap penerimaan dan pengeluaran kas 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

Informasi 

dan 

komunikasi 

1. Bagaimana proses dalam mengkomunikasikan informasi 

di BPPKAD Kabupaten Magetan? 

2. Apakah komunikasi atas informasi telah dilaksanakan 

secara efektif? 

Pemantauan 

1. Bagaimana pemantauan berkelanjutan yang dilakukan 

terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas 

BPPKAD Magetan? 

2. Bagaimana evaluasi terpisah yang dilakukan terhadap 

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD 

Magetan? 

3. Bagaimana tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya 

yang dilakukan oleh BPPKAD Magetan? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Hasil Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Kamis/ 24 Juni 2021 

Jam   : 10.00 

Tempat   : Kantor BPPKAD  

Narasumber   : Bendahara penerimaan BPPKAD Kabupaten Magetan 

Pewawancara   : Fitri Yuliani 

Hasil wawancara :  

 

1. P : Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh bendahara 

penerimaan  di BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Sebenarnya menggunakan SIMDA, tetapi saya menggunakan 2 aplikasi 

yaitu SIMDA dan SIMPATDA. Aplikasi SIMDA digunakan untuk 

kegiatan riil dalam prosedur penerimaan, sedangkan SIMPATDA hanya 

digunakan untuk pemidahan data transaksi penerimaan, sehingga data itu 

saya jadikan arsip di bendahara penerimaan.  

2.  P : Apakah ada kelebihan atau kelemahan dari penggunaan sistem tersebut? 

N : Dengan adanya sistem tersebut lebih memudahkan mbak, kalau untuk 

kelemahannya tidak ada ya, mungkin karena kita pakai wifi ya 

kendalanya hanya dari jaringan, kalau ada gangguan.  

3. P : Sumber penerimaan kas di BPPKAD berdasarkan Pendapatan Asli 

Daerah diperoleh dari pendapatan apa saja? 

N : Penerimaan kas itu dilihat dari pendapatan daerah ya, terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Nah dari PAD diperoleh dari pajak daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang 

sah. 

4. P : Siapa saja pihak yang terkait dalam penerimaan kas di BPPKAD 

Kabupaten Magetan ini? 



 

N : Bendahara, Bidang akuntansi, dan Bank Jatim sebagai RKUD, dan nanti 

selesai dari bendahara penerimaan diserahkan ke PPK-SKPD 

5.  P : Dokumen apa saja yang digunakan dalam penerimaan kas di BPPKAD 

Kabupaten Magetan? 

N : Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tanda Setor, Rekening Koran  yang 

diperoleh dari bank itu sebagai bukti adanya uang masuk ke bank jatim. 

6.  P : Bagaimana prosedur penerimaan kas di BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Penerimaan kas secara tidak langsung dengan cara wajib pajak membayar 

tagihan pajak secara tunai sesuai yang tertera di SKP Daerah ke 

bendahara penerimaan dan uang yang diterima distorkan ke Bank jatim 

paling lambat 1x24 jam pada hari kerja, pada awal tahun 2020 

pembayaran dapat dilakukan di Mall Pelayanan Publik dengan membawa 

surat pemberitahuan pajak daerah untuk di input penerimaannya kedalam 

Aplikasi SIMDA dan di rekap ulang di aplikasi SIMPATDA. Setiap 

penyetoran uang yang dilakukan WP itu kan berdasarkan SKP. Setelah 

penginputan bendahara penerimaan mencatat penerimaannya ke dalam 

buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan register STS. 

Kemudian diserahkan ke Bank Jatim, dan selanjutnya dibuatkan bukti 

adanya transaksi yang diserahkan ke bendahara penerimaan dan bagian 

Akuntansi BPPKAD untuk dilakukan pembukuan. lalu membuat dan 

menyampaikan LPJ. 
 

7. P : Kapan paling lambat menyampaikan LPJ tersebut bu? 

N : Saat bank memberikan nota kredit atau bukti transaksi lain ke pada 

bendahara penerimaan..kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku 

kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan, dan buku 

rekapitulasi penerimaan harian sebagai laporan pertanggungjawaban dan  

menyerahkan  Laporan  Pertanggungjawaban biasanya tanggal 5 bulan 



 

besoknya gitu. Kalau penerimaan yang masuk ke rekening bendahara 

penerimaan ya harus ada rekening koran 

8. P : Apakah ada perbedaan penerimaan kas yang terjadi saat pandemi Covid-

19 ini bu? 

N : Penerimaan kas secara langsung dengan cara wajib pajak membayar 

tagihan pajaknya langsung melalui via Bank dan wajib pajak menerima 

bukti setoran dan bank memberikan nota kredit atau bukti transaksi ke 

pada bendahara penerimaan untuk dicatat ke dalam buku penerimaan 

sebagai laporan pertanggungjawaban. Bendahara penerimaan dapat 

mencocokkan data transaksi lewat Customer Self Service (CSS) dari 

Bank Jatim. Bukti setoran dari bank juga diserahkan ke bagian akuntansi 

BPPKAD sebagai konsolidator dan untuk dilakukan pembukuan. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wawancara dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Jum’at/ 25 Juni 2021 

Jam   : 13.00 

Tempat   : Kantor BPPKAD  

Narasumber   : Bendahara pengeluaran BPPKAD Kabupaten Magetan 

Pewawancara   : Fitri Yuliani 

Hasil wawancara :  

1. P : Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh bendahara 

pengeluaran  di BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Sudah lama menggunakan SIMDA, dengan adanya sistem itu maka lebih 

memudahkan dalam input transaksi keuangan, sangat membantu.  

2.  P : Apakah ada kelemahan dari penggunaan sistem tersebut? 

N : Tidak ada, sistem sudah berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan menjadi 

lebih mudah. 

3. P : Pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Magetan digunakan untuk 

kegiatan apa saja bu? 

N : Dalam kegiatan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BPPKAD Magetan 

ini ada yang bersifat rutin dan non rutin. Pengeluaran rutin itu seperti uang 

yang digunakan untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pembayaran 

gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), biaya perjalanan dinas serta 

pemeliharaan gedung. Sedangkan pengeluaran non rutin meliputi: biaya 

pembangunan gedung, biaya perbaikan jalan, biaya pemeliharaan gedung 

dan lain-lain 

4. P : Siapa saja pihak yang terkait dalam pengeluaran kas di BPPKAD 

Kabupaten Magetan ini? 

N : Pihak yang terkait itu antara lain Kepala Badan, PPK-SKPD, Bendahara 

Pengeluaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Bank Jatim.  



 

5.  P : Dokumen apa saja yang digunakan dalam pengeluaran kas di BPPKAD 

Kabupaten Magetan? 

N : Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 

dan ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

6.  P : Bagaimana prosedur pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : kan anggaran sudah ditetapkan ya mbak,selanjutnya Kepala BPPKAD 

menyusun DPA-SKPD yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan 

Anggaran yang merinci program-program yang akan dicapai, anggaran 

yang disediakan untuk mencapai program itu dan rencana penarikan dana 

juga pendapatan yang sudah diperkirakan. Berdasarkan rancangan DPA-

SKPD yang telah disusun, maka BUD menerbitkan SPD yang digunakan 

untuk mendanai pengeluaran yang sesuai dengan rencana penarikan dana 

yang tercantum dalam DPA-SKPD. Setelah menerima SPD maka 

dilakukan pengajuan SPP atau Surat Permintaan Pembayaran. Dengan 

peruntukan dan perlakuan yang berbeda, SPP itu terdiri atas empat jenis 

yaitu SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP Ls. SPP tersebut diajukan 

dengan SPD (Surat Penyediaan Dana) sebagai dasar jumlah yang diminta 

untuk dibayarkan kepada SKPD. Jika dokumen SPP lengkap maka 

muncullah SPM dan jika tidak lengkap maka dokumen SPP dikembalikan 

untuk dilengkapi  terlebih  dahulu, nah kalau sudah diterbitkan SPM 

sebagai proses lanjutan SPP, jadi juga sama dengan SPP. SPM juga ada 4 

jenis. Prosesnya dimulai dengan penyajian atas SPM yang diajukan, baik 

dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Untuk 

SPM GU, pengujiannya dilakukan atas SPJ yang dilakukan oleh 

Bendahara, begitu juga untuk SPM TU jika sebelumnya telah pernah 

dilakukan. SPM dapat diterbitkan apabila pengeluaran yang diminta tidak 

melebihi penganggaran yang tersedia dan harus didukung dengan 

kelengkapan dokumen sesuai Peraturan Perundang-undangan. SPM 



 

tersebut diterbitkan paling lama dua hari sejak SPP diterima, apabila 

ditolak maka dikembalikan paling lambat satu hari sejak diterima SPP 

kecuali hari minggu/libur. Setelah penerbitan SPM, selanjutnya 

diterbitkan SP2D. SP2D itu merupakan surat yang dipergunakan untuk 

mencairkan dana lewat Bank Jatim setelah SPM diterima oleh BUD dan 

diserahkan ke Pengguna Anggaran. Nah untuk 1 (satu) SP2D hanya 

dibuat untuk 1 (satu) SPM saja tidak boleh lebih. SP2D diterbitkan paling 

lama 2 hari sejak SPM diterima dan apabila ditolak maka dikembalikan 

paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. SP2D dapat diterbitkan jika 

pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang tersedia dan 

tentunya harus tetap didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai 

Peraturan yang berlaku. Kemudian pengajuan SP2D ke BUD, untuk 

pertanggungjawaban atas pengeluaran kas maka secara administratif 

bendahara pengeluaran membuat LPJ yang kemudian diserahkan kepada 

Kepala SKPD, penyerahan LPJ itu tanggal 5 bulan besoknya, kan paling 

lambat penyerahannya tanggal 10 ya bulan selanjutnya. 

7. P : Jika dalam kegiatannya masih ada sisa dari jumlah uang yang dicairkan 

itu gimana bu? 

 N : Nanti di akhir tahun bulan Desember itu kita bikin GU-Nihil. Nihil 

artinya selesai, jadi umpama Bidang Akuntansi mengajukan UP 150 juta, 

bidang Aset 200 juta dan bidang lain hingga totalnya 450 juta. Sisa di 

bank berarti 50 juta. Nanti 450 juta itu di SPJ kan, bikin GU senilai 450 

juta sesuai kegiatan yang dilakukan dari masing-masing bidang tadi. 

Setelah itu GU kan Ganti Uang, maka muncul lagi uang 450 juta ke bank 

jatim lagi karena Kasda berada di Bank Jatim. uang 450 juta yang di GU-

Nihilkan misal 430 juta, maka otomatis sisa 20 juta kita tetap setorkan ke 

Kasda. 

 

 

 

 



 

Wawancara dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Senin/ 28 Juni 2021 

Jam   : 08.00 

Tempat   : Kantor BPPKAD  

Narasumber   : PPK-SKPD BPPKAD Kabupaten Magetan 

Pewawancara   : Fitri Yuliani 

Hasil wawancara :  

 

1. P : Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PPK-SKPD  

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Disini untuk pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2008 sudah 

menggunakan sistem yaitu SIMDA. Sebenarnya tahun kemarin 

diterbitkan peraturan yang baru yakni permendagri No.77 Tahun 2020 

tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk penggunaan 

aplikasi SIPD, peraturan ini merupakan pengganti dari permendagri 

No.21 Tahun 2011. Namun dikarenakan daerah-daerah belum siap dan 

kurang mampu untuk menggunakan aplikasi yang baru tersebut maka 

mendagri menerbitkan Surat Edaran kalau penggunaan aplikasi SIPD 

tidak wajib, daerah bisa menggunakan aplikasi lain. Yang bisa 

menggunakan SIPD yakni bagian penganggaran, anggaran dicairkan 

lewat SIMDA tetap dipindahkan ke SIPD. Untuk penatausahaan masih 

menggunakan SIMDA. 

2.  P : Apakah ada kelemahan dari penggunaan sistem tersebut? 

N : Tidak ada,   

3. P : Dokumen apa saja yang digunakan oleh PPK-SKPD? 

N : Kalau dokumen itu dari bendahara penerimaan kan sudah memasukkan 

STS nya berapa ke system. Jadi langsung ada. Di bendahara pengeluaran 

juga gitu sama SPD, SPP dll. 
 



 

4. P : Bagaimana prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

dilakukan oleh PPK-SKPD? 

N : Karena semua sudah by system, maka setelah penatausahaan peneriman 

dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan 

pengeluaran kemudian dilanjut pencatatan oleh PPK-SKPD 

5. P : Bagaimana pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan 

oleh PPK-SKPD? 

N : Pencatatan transaksi yang dilakukan secara otomatis melalui SIMDA dari 

memasukkan data atas dasar bukti-bukti penerimaan. Nah karena di sistem 

sudah ada bagian penjurnalan, buku besar, neraca jadi ya tinggal 

memasukkan saja mbak. Kemudian dilakukan tutup buku pada akhir 

periode dan dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan ada laporan 

realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan 

neraca. Sedangkan pengeluaran juga sama pencatatan transaksi yang 

dilakukan secara otomatis melalui SIMDA dari memasukkan data atas 

dasar bukti-bukti SPD, SPP, SPM, SP2D dan bukti pengeluaran. Sama 

halnya dengan penerimaan mbak, kalau untuk pengeluaran di sistem juga 

sudah ada bagian penjurnalan, buku besar, neraca kemudian ya 

dimasukkan saja mbak. Nanti pada akhir periode tutup buku dan 

menghasilkan laporan keuangan 

 

 

  



 

Wawancara dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Senin/ 28 Juni 2021 

Jam   : 13.30 

Tempat   : Kantor BPPKAD  

Narasumber  : Sekretaris BPPKAD Kabupaten Magetan 

Pewawancara   : Fitri Yuliani 

Hasil wawancara :  

1.  Lingkungan pengendalian. 

 a. Penegakan integritas dan nilai etik 

 1) P : Apakah ada aturan mengenai penegakan integritas atau kode 

etik mengenai aturan perilaku untuk pegawai dalam 

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas? 

N : Ada.  

Aturan dari pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 itu mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil 

yang bersifat menyeluruh sehingga BPPKAD Kabupaten 

Magetan menggunakan aturan tersebut sebagai pedoman 

kedisiplinan. Selain itu juga dapat dilihat dari adanya visi dan 

misi BPPKAD yang harus diemban dalam kegiatan sehari-hari. 

 2) P : Apakah ada tindakan pendisiplinan untuk pegawai yang 

melakukan penyimpangan atau pelanggaran mengenai 

kebijakan atau prosedur aturan perilaku yang telah ditetapkan 

dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas? 

N : Kalau untuk tindakan atau kegiatan sehari-hari, Tindakan 

pendisipinan yang dilakukan oleh pimpinan biasanya ditegur 

secara langsung baik lisan maupun tulisan dengan diberi sanksi 

jika memungkinkan, karena sanksi sendiri sebelumnya sudah 

disepakati atau dikomunikasikan dengan seluruh pegawai  

 



 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

 P : Bagaimana bentuk pelatihan dan bimbingan untuk penerimaan dan 

pengeluaran kas di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Magetan agar dapat mempertahankan 

kompetensinya? 

N : Peningkatan pegawai pada posisi tertentu dilakukan melalui Bimtek 

dan pelatihan-pelatihan pegawai. Kalau untuk pelatihan 

pemungutan pajak saat sebelum covid itu tidak ada karena, aturan 

pemungutan pajak seperti itu dari dulu. Tapi pada tahun 2020 awal 

covid itu pemungutan atau pembayaran pajak dapat dilakukan 

secara online. Karena pada tahun 2019 itu masih ada pajak yang 

belum lunas, jadi kalau ada pihak WP yang telat bayar pajak, itu 

tetap dilakukan penagihan dan ketika melampaui jatuh tempo itu 

ada dendanya 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

 P : Bagaimana peran pemimpin atau kepala BPPKAD dalam kegiatan 

penerimaan dan pengeluaran kas ? 

N : Kepemimpinan itu ya dapat dilihat dari aturan mengenai fungsi dan 

tugas masing-masing mulai dari kepala badan dan seluruh pegawai. 

Jadi pelaksanaannya kan sudah jelas tugas-tugasnya. Dan yang 

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran tentunya pimpinan 

merespon positif pelaporan yang berkaitan dengan keuangan. 

d. Pembentukan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan 

tanggungjawab 

 1) P : Bagaimana pembentukan struktur organisasi dan 

pendelegasian wewenang serta tanggungjawabnya terhadap 

penerimaan dan pengeluaran kas? 



 

N : kalau pembentukan struktur organisasi itu sudah diatur oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga 

dalam menata perangkat daerah akan berjalan efisien, efektif, 

dan rasional sesuai kebutuhan dengan koordinasi yang baik 

dengan lembaga pusat dan daerah, untuk struktur organisasi 

berarti menyangkut perangkat daerah berdasarkan peraturan 

pemerintah, jadi jika peraturan tersebut mengalami perubahan 

maka struktur organisasi disini juga berubah 

2) P : Apakah dalam tiap-tiap bidang di Badan Pengelolaan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 

sudah di tempati pegawai sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya masing-masing? 

N : Bidang Perbendaharaan dan Keuangan itu ada yang masih 

kosong, tapi bisa di handle oleh bagian lain. Jadi kegiatan dari 

bidang tersebut masih berjalan sesuai tugasnya, walaupun ada 

pihak yang bekerja rangkap. Nah, pada tanggal 21 Juni 2021 

kemarin ini telah dilakukan rekruitmen pegawai dan 

alhamdulillah sekarang semua bidang sudah terisi. 
 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

 P : Apakah pendelegasian wewenang dan tanggungjawab pegawai 

sudah tepat dalam penerimaan dan pengeluaran kas? 

 N : Sudah, 

Pemberian tugas itu berdasarkan pada peraturan bupati Nomor 79 

Tahun 2016 mengenai tupoksi, jadi baik dari penerimaan dan 

pengeluaran kas BPPKAD Magetan atau bidang-bidang lain itu 

semua berdasarkan pada perbup tersebut. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber 

Daya Manusia 



 

 P : Bagaimana penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 

tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 
 

N : untuk penerimaan pegawai tentunya sudah berdasarkan dari 

kebijakan yang sesuai. Contohnya dalam penerimaan pegawai itu 

harus sesuai kriteria, kualifikasi yang dibutuhkan itu seperti apa dan 

tentunya latar belakang dari pegawai tersebut juga harus jelas mbak. 

 

 
 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif 

  P : Bagaimana perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran kas? 

  N : karena BPPKAD merupakan badan yang mengelola keuangan 

daerah, maka sudah jelas terjalin hubungan yang baik dari 

lembaga lain yang bersangkutan. Nah penerimaan pajak di awal 

tahun 2020, pemungutan pajak masih dilakukan di Mall 

Pelayanan Pajak, dan dalam proses pelaksanaan pemungutan 

pajak tetap diawasi oleh pengawas internal dengan cara 

kunjungan ke lokasi pemungutan untuk memantau pelaksanaan 

pemungutan pajak tersebut. Sedangkan selama Covid-19 ini, 

penerimaan pajak dilakukan secara online dan uang yang 

masuk akan dicek melalui CSS 

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 

 P : Bagaimana koordinasi dan penyusunan LKD (Laporan Keuangan 

Daerah) baik secara internal antar unit kerja di BPPKAD maupun 

secara eksternal antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah? 

N : hubungan yang baik selalu dijaga oleh BPPKAD dengan pihak-

pihak lain dalam hubungan kerja. Mekanisme penerimaan kas yang 

sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak, sehingga 



 

pemungutan pajak hanya memungkinkan untuk dilaksanakan oleh 

satu SKPD sehingga dalam pelaksanaannya hanya ditangani oleh 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Magetan. Sedangkan secara internal Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan sudah 

melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi dalam penyusunan 

dan pelaporan Laporan Keuangan Daerah. 

2. Penilaian resiko 

 P : Bagaimana proses identifikasi dan analisis resiko atas penerimaan dan 

pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Mengindentifikasi resiko ya dari awal perencanaan penerimaan 

pengeluaran, misalnya ini kan tidak terlaksananya pemungutan pajak 

dengan baik. Nah hal tersebut atas dasar rendahnya kepatuhan dari wajib 

pajak. Sedangkan nah dari resiko atau masalah tersebut maka berdampak 

pada tidak terealisasi pajak sesuai dengan anggaran. Sehingga BPPKAD 

melakukan sosialisasi ke daerah-daerah akan pentingnya pembayaran 

pajak. yaitu di Kelurahan Selosari, Kecamatan Kawedanan, dan 

Kecamatan Maospati selama 3 hari, tanggal 18-20 Februari 2020 

mengenai pajak bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak atas Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. Karena adanya Covid-19 pembayaran 

dari wajib pajak dapat dilakukan secara online melalui ATM dan M- 

Banking di Bank Jatim, BNI, atau BRI. Cara ini juga dapat dijadikan 

sebagai langkah untuk memperkecil penyelewengan dari pihak yang 

tidak bertanggungjawab. 

3. Kegiatan pengendalian 

 a. Review atas kinerja instansi pemerintah terkait 

 P : Apakah dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan penerimaan 

dan pengeluaran kas BPPKAD Magetan? 



 

N : kegiatan rutin bulanan untuk mengavaluasi hasil bendahara 

penerimaan atas tanggung jawabnya dalam pemungutan pajak, 

dengan cara membandingkan target dan relisasi berapa pemungutan 

yang diperoleh 

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia  

 P : Bagaimana pembinaan pegawai dalam mewujudkan tujuan 

BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Pembinaan untuk sumber daya manusia dengan cara visi, misi dan 

tujuan disampaikan secara jelas kepada seluruh pegawai disini. Jadi 

untuk tingkatan rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi tetap 

selalu berkoordinasi agar seluruh program dapat tercapai dan tujuan 

dapat terealisasi sesuai keinginan 

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi  

 P : Bagaimana pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 

N : Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan kas atas penerimaan 

pajak telah dicatat dengan beberapa formulir dan ditanda-tangani 

oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan   dan   Aset   

Daerah   Kabupaten   Magetan   Badan Pendapatan Daerah 

d. Pemisahan Fungsi  

 P : Bagaimana pemisahan fungsi yang dilakukan terhadap penerimaan 

dan pengeluaran kas BPPKAD Kabupaten Magetan? 

N : Pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi atas penerimaan, 

pengeluaran kas telah dilakukan tepat waktu dengan disertai 

dokumen pendukung. Selain itu untuk memastikan pencatatan yang 

sesuai atas transaksi maka dibuat buku kendali, dan laporan 

fungsional yang dilakukan setiap bulan, sehingga setiap transaksi 



 

yang dicatat ke dalam pembukuan akan berhasil mengurangi 

terjadinya penyalahgunaan kas. 

e. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting.  

 P : Apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dengan berdasarkan 

dokumen yang sesuai? 

N : Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan kas atas penerimaan 

pajak telah dicatat dengan beberapa formulir yang dikeluarkan oleh 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Magetan Badan Pendapatan Daerah 

f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian  

 P : Apakah pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas telah tepat 

waktu? 

N : Pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi atas penerimaan, 

pengeluaran kas telah dilakukan tepat waktu dengan disertai 

dokumen pendukung. Selain itu untuk memastikan pencatatan yang 

sesuai atas transaksi maka dibuat buku kendali, dan laporan 

fungsional yang dilakukan setiap bulan, sehingga setiap transaksi 

yang dicatat ke dalam pembukuan akan berhasil mengurangi 

terjadinya penyalahgunaan kas. 

 

g.  Pembatasan akses sumber dan pencatatannya 

 P : Bagaimana pembatasan akses sumber beserta pencatatannya 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD Kabupaten 

Magetan? 
 

N : Semua bagian itu kan sudah mempunyai tugas masing-masing, jadi 

kaitannya penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah sesuai 

 

4. Informasi dan komunikasi 



 

 P : Bagaimana proses dalam mengkomunikasikan informasi di BPPKAD 

Kabupaten Magetan? 

N : Untuk media penghubung yang digunakan dalam proses komunikasi 

antar pegawai yakni melalui situs (web). Adanya web diharapkan 

menunjang kinerja pegawai serta menyediakan informasi bagi 

masyarakat, sehingga dapat dijadikan penunjang pelaksanaan kegiatan 

jika digunakan sebagai media untuk sosialisasi program pemerintah. Dan 

untuk sistem informasinya kita menggunakan SIMDA…baik untuk 

mengkoordinir kas masuk maupun keluar 

 

P : Apakah komunikasi atas informasi telah dilaksanakan secara efektif? 

N : kalau untuk informasi dan komunikasi tentunya sudah berjalan efektif. 

kita sudah mempunyai SOP atau Standar Operasional Prosedur dan juga 

tugas pokok dan fungsi yang sudah jelas dan rinci    sehingga dapat 

dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung informasi dan komunikasi 

yang baik antar pegawai 

5. Pemantauan 

 P : Bagaimana pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran kas BPPKAD Magetan? 

N : pemantauan atau pengawasan di BPPKAD Kabupaten Magetan 

dilakukan setiap hari, sekretaris tentunya memantau kinerja karyawanya. 

Setiap laporan yang terkait dengan pengeluaran kas daerah selalu 

melapor ke sekretaris sebelum ditanda tangani oleh kepala badan 

sehingga untuk terjadi kesalahan atau kecurangan bisa di kendalikan 

sedini mungkin. Nah kalau penerimaan yang dipatau dari adanya 

rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh BUD setiap 3 bulan sekali. 



 

Dan dari setiap kegiatan yang terlaksana dilakukan penilaian sendiri dan 

juga evaluasi dari aparat pengawas internal yakni inspektorat dan BPK 

sebagai pihak eksternal. Kalau evaluasi dari inspektorat itu bentuk 

pemeriksaan yang kemudian  dilakukan tindak lanjuti. Sedangkan BPK 

melakukan sidak atau pengecekan biasanya berapa bulan sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

BPPKAD Magetan 

 

 
 













 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

Dokumen Penerimaan Kas 







 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

Dokumen Pengeluaran Kas 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

Indikator Kesesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indikator Kesesuaian Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas  

BPPKAD Kabupaten Magetan 

No. 

Indikator 

(Permendagri No. 21 

Tahun 2011) 

Rekapitulasi Hasil Wawancara 

Keterangan 

S=Sesuai 

TS=Tidak 

Sesuai 

1. Penerimaan daerah 

dapat disetor ke 

Rekening Kas Umum 

Daerah pada Bank 

pemerintah yang 

ditunjuk  

Secara teknis penerimaan kas sebelum 

adanya pandemi Covid-19 dilakukan oleh 

wajib pajak secara tidak langsung yaitu 

menyerahkan uang kepada Bendahara 

Penerimaan kemudian diserahkan ke Bank 

Jatim paling lambat 1x24 jam pada hari kerja 

sedangkan selama pandemi Covid-19 wajib 

pajak menyerahkan uang secara langsung ke 

Bank Jatim selaku RKUD. 

S 

2. Bendahara penerimaan 

wajib 

menyelenggarakan 

penatausahaan 

terhadap seluruh 

penerimaan dan 

penyetorannya 

Setiap uang yang diterima oleh bendahara 

penerimaan BPPKAD Kabupaten Magetan 

dilakukan pencatatan di aplikasi SIMDA dan 

direkap ulang di aplikasi SIMPATDA. 

Adanya uang yang masuk ke RKUD dapat 

dicek melalui Customer Self Service (CSS) 

dari Bank Jatim. 

S 

3. Bendahara penerimaan 

melakukan 

penatausahaan 

didukung dengan bukti 

yang lengkap dan sah 

Penatausahaan yang dilakukan bendahara 

penerimaan di BPPKAD Kabupaten Magetan 

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

dan telah didukung dengan menggunakan 

register STS 

S 



 

4. Bendahara penerimaan 

mempertanggungjawa

bkan uang yang 

diterimanya melalui 

laporan 

pertanggungjawaban 

Bendahara penerimaan BPPKAD Kabupaten 

Magetan dalam hal 

mempertanggungjawabkan penerimaan 

daerah kepada pengguna anggaran dan BUD 

dengan menggunakan buku kas umum,buku 

pembantu perincian objek penerimaan dan 

buku rekapitulasi penerimaan harian sebelum 

tanggal 10 bulan berikutnya. Khusus untuk 

bendahara penerimaan yang menerima 

penyetoran dari pihak ketiga maka LPJ 

dilampiri rekening koran bendahara 

penerimaan 

S 

5. Prosedur akuntansi 

penerimaan kas 

dilakukan oleh PPK-

SKPD 

Secara teknis prosedur akuntansi penerimaan 

kas dilakukan oleh PPK-SKPD yang mana 

PPK-SKPD mengetahui atas penerimaan 

yang diserahkan dari bendahara penerimaan. 

S 

6. PPK-SKPD wajib 

melakukan pencatatan 

penerimaan kas serta 

melakukan tutup buku 

setiap akhir periode 

Pencatatan transaksi penerimaan kas yang 

terjadi dilakukan secara otomatis melalui 

SIMDA dengan input (masukan) berupa 

bukti transaksi yaitu register STS. Tutup 

buku dilakukan pada akhir periode dengan 

menghasilkan output (keluaran) berupa 

laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 

S 

 

 

 

 



 

Indikator kesesuaian Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas  

BPPKAD Kabupaten Magetan 

No. 
Indikator (Permendagri 

No. 21 Tahun 2011) 
Rekapitulasi Hasil Wawancara 

Keterangan 

S=Sesuai 

TS=Tidak 

Sesuai 

1. 

Setelah   penetapan   

anggaran   kas,   Kuasa   

BUD menerbitkan SPD 

dan ditandatangani oleh 

PPKD 

Setelah APBD ditetapkan dalam 

peraturan daerah maka Kepala BPPKAD 

Kabupaten Magetan menyusun 

rancangan DPA-SKPD. Berdasarkan 

DPA-SKPD yang disusun, maka BUD 

menerbitkan SPD yang digunakan untuk 

mendanai pengeluaran sesuai rencana 

penarikan dana. 

S 

2. 

Berdasarkan SPD, 

bendahara pengeluaran 

mengajukan SPP  melalui  

PPK-SKPD,  jika  tidak  

lengkap  maka 

dikembalikan  kepada  

bendahara  pengeluaran  

untuk dilengkapi 

Surat permintaan pembayaran diajukan 

oleh bendahara pengeluaran BPPKAD 

Kabupaten Magetan kepada pengguna 

anggaran melalui PPK-SKPD 

berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan. 

Apabila dokumen SPP lengkap maka 

diterbitkan SPM dan jika dokumen SPP 

tidak lengkap maka dikembalikan untuk 

dilengkapi 

S 

3. 

Pengguna  Anggaran  atau  

Kuasa  Pengguna  

Anggaran menerbitkan 

SPM paling lama 2 (dua) 

BPPKAD Kabupaten Magetan dalam 

proses penerbitan SPM merupakan tahap 

lanjutan dari proses pengajuan SPP. SPM 

dapat diterbitkan apabila pengeluaran 

S 



 

hari kerja jika dokumen 

SPP dinyatakan lengkap 

dan sah dan menolak SPM 

paling lama 1 (satu) hari 

kerja jika dokumen SPP 

dinyatakan tidak lengkap 

dan sah 

yang diminta tidak melebihi 

penganggaran yang tersedia dan harus 

didukung dengan kelengkapan dokumen 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

SPM tersebut diterbitkan paling lama dua 

hari sejak SPP diterima, apabila ditolak 

maka dikembalikan paling lambat satu 

hari sejak diterima SPP kecuali hari 

minggu/libur 

4. 

Kuasa BUD menerbitkan 

SP2D berdasarkan 

dokumen SPM jika 

pengeluaran tidak 

melampaui pagu anggaran 

dan memenuhi persyaratan 

Penerbitan SP2D di BPPKAD Kabupaten 

Magetan yang merupakan surat yang 

dipergunakan untuk mencairkan dana 

lewat bank yang ditunjuk, dalam hal ini 

adalah bank Jatim setelah SPM di terima 

oleh BUD dan diotorisasi Pengguna 

Anggaran. SP2D adalah spesifik, yang 

artinya 1 SP2D hanya dibuat untuk 1 

(satu) SPM saja 

S 

5. 

Bendahara   pengeluaran   

secara   administratif   

wajib 

mempertanggungjawabkan  

penggunaan  dana  kepada 

Kepala SKPD melalui 

PPK-SKPD paling lambat 

tanggal 10 bulan 

berikutnya 

Bendahara pengeluaran BPPKAD 

Kabupaten Magetan secara administratif 

wajib mempertanggungjawabkan 

pengeluaran kas kepada kepala SKPD  

melalui PPK-SKPD setiap awal bulan 

sekitar tanggal 5 bulan berikutnya. 

S 



 

6. 

Prosedur akuntansi 

pengeluaran kas dilakukan 

oleh PPK- SKPD 

Secara teknis prosedur akuntansi 

pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten 

Magetan  dilakukan oleh PPK-SKPD 

yang mana PPK-SKPD mengetahui atas 

pengeluaran kas yang diserahkan oleh 

bendahara pengeluaran 

S 

7. 

PPK-SKPD wajib 

melakukan pencatatan 

pengeluaran kas serta 

melakukan tutup buku 

setiap akhir periode 

Pencatatan transaksi pengeluaran kas di 

BPPKAD Kabupaten Magetan yang 

terjadi dilakukan secara otomatis melalui 

SIMDA dengan input (masukan) berupa 

bukti yaitu SPD, SPP, SPM, dan SP2D. 

pada akhir periode dilakukan tutup buku 

dan menghasilkan output (keluaran) 

berupa laporan keuangan 

S 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 

Berita Acara Bimbingan Skripsi 

 










